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ABSTRAK

NAMA : ALDINO EKO SAPUTRA
NIM : 02101001052

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tiga hal, yaitu pola pembinaan narapidana 

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Kendala yang dihadapi 

dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A 

Muara Beliti dan Upaya untuk mengatasi kendala pembinaan narapidana Lembaga 

Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Muara Beliti. Penelitian ini dilaksanakan di 

Kabupaten Musi Rawas, Muara Beliti dengan menggunakan metode penelitian 

pendekatan yuridis empiris atau sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  

ada empat tahap dalam proses pembinaan narapidana, tahap pertama yaitu 

penerimaan dan pengenalan, tahap kedua pengamatan oleh tim pengamat 

pemasyarakatan, tahap ketiga yaitu asimilasi dan tahap keempat yaitu tahap 

integrasi. Kendala – kendala yang dihadapi dalam proses pembinaan diantaranya 

adalah kelebihan kapasitas, kekurangan petugas LAPAS, kekurangan tenaga 

kesehatan, kamera pengawas, penerangan dan Narapidana yang kurang disiplin. 

Upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan adalah meminta bantuan terhadap 

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten untuk membantu pengadaan 

terhadap apa yang menjadi kekurangan dari Lembaga Pemasyarakatan, dan 

dibutuhkan ketegasan dari petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam menerapkan 

kedisiplinan terhadap narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara mengenai Pemasyarakatan tentu tidak lepas dari sebuah 

konsep Pembinaan, bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah unit pelaksana 

teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana. 

Dapat dikatakan juga bahwa LAPAS adalah merupakan sarana pembinaan 

narapidana dalam sistem pemasyarakatan.  

Penjelasan Pemasyarakatan sendiri dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-

undang Nomor 12 Tahun 1995: Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk 

melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, 

kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem 

pemidanaan dalam tata peradilan pidana. 

Lembaga Pemasyarakatan muncul sejak diperkenalkan oleh  Sahardjo 

yang  menjabat sebagai menteri kehakiman pada saat itu pada tanggal 27 

bulan april 1964 sebagai perubahan dari Rumah Penjara.  Sistem pemenjaraan 

yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang 

disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang 

sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi 

dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi 
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berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga 

masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.  

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak Tahun 1964 sistem 

pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara mendasar, 

yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula 

institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara 

berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi 

Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964. 

Adapun yang dimaksud dengan “Pembinaan Narapidana” adalah 

Usaha yang dilakukan oleh pemerintah (dalam hal ini dirjen Pemasyarakatan 

Departemen Kehakiman) untuk memperbaiki kembali tingkah laku 

pelanggaran hukum yang dilakukan. Adapun tujuannya adalah menjalani 

masa pidananya ia tidak lagi mengulangi perbuatannya dan dapat menjadi 

warga negara yang taat kepada norma-norma hukum yang berlaku.  

Pada Pasal  1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang  

Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dijelaskan 

bahwa pembinaan adalah kegiatan utuk meningkatkan kualitas ketaqwaan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, 

kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. 

Pembinaan itu khususnya memberikan bimbingan atau didikan kepada 

narapidana agar sekembalinya mereka dari Lembaga Pemasyarakatan: 
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i. Tidak akan menjadi pelanggar hukum lagi.

ii. Menjadi anggota masyarakat yang berguna, aktif dan produktif.

iii. Berbahagia di dunia dan akherat 

Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga 

Pemasyarakatan dilaksanakan: 

1) Secara intramural (didalam LAPAS); dan

2) Secara ekstramural (diluar LAPAS).

Dijelaskan pada Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 

Tahun 1999, Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan dengan 

beberapa tahap, yakni:  

a. Tahap awal;

b. Tahap lanjutan; dan

c. Tahap akhir. 

Narapidana yang menjalani pembinaan di pemasyarakatan hak-haknya 

sebagai narapidana juga diatur, yakni pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 

1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat (1) mengatur mengenai hak-hak 

narapidana, yakni: 

a) melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;

b) mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;

c) mendapatkan pendidikan dan pengajaran;

d) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;

e) menyampaikan keluhan;
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f) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya 

yang tidak dilarang;

g) mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;

h) menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu 

lainnya;

i) mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);

j) mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi 

keluarga;

k) mendapatkan pembebasan bersyarat;

l) mendapatkan cuti menjelang bebas;

m)mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang 

undangan yang berlaku.

Lembaga Pemasyarakatan erat kaitannya dengan penyalahguna 

Narkotika, hal ini dikarenakan sebagian besar penghuni Lembaga 

Pemasyarakatan adalah Penyalahguna Narkoba. Menteri Hukum dan HAM, 

Amir Syamsuddin menyatakan bahwa “Narapidana kasus narkotika di 

Indonesia cukup tinggi, 40 persennya adalah napi kasus narkotika yang 

mayoritas pemakai.” 

Jumlah penyalahguna narkotika di Indonesia sendiri sudah sangat 

mengkhawatirkan, Kepala BNNK Ciamis Dedy Mudyana menyatakan bahwa: 

“Angka penyalahguna narkoba di negeri ini telah menyentuh 4,2 juta jiwa. 
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Setiap harinya, 40 hingga 50 orang meninggal karena narkoba. Indonesia 

merupakan negara ketiga di dunia setelah Kolombia dan Meksiko dalam skala 

perdagangan narkoba. Wajar bila pemerintah menetapkan kondisi Indonesia 

sebagai Darurat Narkoba.” 

Hal-hal diatas adalah beberapa dasar pembentukan Lembaga 

Pemasyarakatan Narkotika yang dimaksudkan supaya narapidana narkotika 

dapat dibina dengan lebih efektif oleh lembaga pemasyarakatan,  Kepala 

kantor wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Budi 

Sulaksana menyatakan:

“Melalui klasifikasi pembinaan terhadap pelaku tindak pidana 
penyalahgunaan narkoba tersebut diharapkan ke depan pembinaan 
terhadap pengedar, bandar, dan korban penyalahgunaan narkotika, 
psikotropika, dan obat-obatan berbahaya lainnya bisa dilakukan 
dengan lebih maksimal dan efektif.” 

Berkaitan dengan penjelasan diatas penulis mengangkat pembahasan 

lebih lanjut mengenai Lembaga Pemasyarakatan yang secara lebih khusus 

yakni Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A yang berada di Muara 

Beliti. Sebagai sebuah lembaga non profit, Lembaga Pemasyarakatan hadir 

dengan berbagai permasalahan yang tak kunjung habisnya. Menurut 

Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) 

Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2013 Bambang Krisbanu bahwa 

banyak permasalahan Lembaga Pemasyarakatan yang belum teratasi secara 
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maksimal, yakni permasalahan kelebihan kapasitas penghuni narapidana, 

kekurangan petugas, hingga minimnya anggaran.  

Pejabat dan karyawan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas II A 

Muara Beliti beberapa kesempatan lalu menyisihkan sebagian gaji mereka 

guna membantu permasalahan keuangan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika 

kelas II A Muara Beliti tersebut. Dana Operasional adalah salah satu faktor 

penunjang terciptanya sistem pembinaan Narapidana yang baik, dengan 

bermasalahnya dana operasional maka dapat dipastikan akan timbul kendala-

kendala baru dalam proses pembinaan narapidana yang dipastikan dapat 

menghambat proses pembinaan berjalan lancar. Bupati Musi Rawas Bapak 

Ridwan Mukti mendengar pejabat dan karyawan Lembaga Pemasyarakatan 

menyisihkan sebagian gaji merekapun prihatin dan segera menidaklanjuti 

dengan diberikannya sumbangan pribadi kepada Lembaga Pemasyarakatan di 

Muara Beliti sebesar 50 Juta sebagai bantuan Operasional Lembaga 

Pemasyarakatan Muara Beliti.  Hal ini bukanlah satu-satunya kendala yang 

dapat menghambat optimalnya pembinaan narapidana narkotika kelas II A 

muara beliti, melainkan satu dari sekian banyak permasalahan yang menjadi 

kendala daripada Lembaga Pemasyarakatan tersebut. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin melakukan penelitian 

berkaitan dengan pola pembinaan narapidana yang diterapkan di Lembaga 

Pemasyarakatan Narkotika kelas II A Muara Beliti dan kendala pada Lembaga 

Pemasyarakatan Narkotika kelas II A Muara Beliti serta bagaimanakah upaya 
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untuk mengatasi kendala tersebut supaya pembinaan narapidana dapat 

berjalan optimal sebagaimana yang diharapkan dengan judul “Kendala 

Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A 

Muara Beliti.”

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan 

dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan 

Narkotika kelas II A Muara Beliti ?

2. Apa kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas II 

A Muara Beliti 

3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala tersebut supaya pembinaan 

narapidana dapat optimal ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pola pembinaan narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan Narkotika kelas II A Muara Beliti.

2. Untuk menjelaskan dan menganalisis faktor-faktor apasajakah kendala 

pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas II A Muara Beliti.
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3. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala tersebut supaya pembinaan 

narapidana dapat berjalan optimal.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian dalam penulisan 

skripsi ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

dan wawasan mengenai faktor-faktor yang dapat menjadi 

kendala pembinanaan narapidana narkotika kelas II A. 

b. Untuk memberi kontribusi terhadap pengembangan ilmu 

pengetahuan umumnya hukum pidana dan khususnya dalam hal 

pembinaan narapidana narkotika di suatu Lembaga 

Pemasyarakatan kelas II A.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian tentang pelaksanaan Pembinaan Narapidana Narkotika 

kelas II A diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada 

Pemerintah Negara Indonesia, Pemerintah Provinsi Sumatera 

Selatan, dan Segenap Masyarakat atau Instansi untuk dapat 

membantu mengoptimalkan pembinaan Narapidana Lembaga 
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Pemasyarakatan pada khususnya Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas II A Muara Beliti.

b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan dan masukan bagi penegak hukum untuk 

membenahi kekurangan yang ada pada Lembaga 

Pemasyarakatan Narkotika kelas II A.

E. Ruang Lingkup

Untuk menghindari semakin meluasnya pembahasan dalam menjawab 

permasalahan yang akan dibahas, maka untuk itu penulis hanya membatasi 

daripada hal-hal yang berhubungan dengan Pola pembinaan narapidana 

narkotika kelas II A muara beliti, kendala pembinanaan narapidana narkotika 

kelas II A muara beliti dan upaya-upaya pemecahan masalahnya.

F. Kerangka Teori

Teori Treatment (Teori Pembinaan/Perawatan) 

Teori yang menyangkut mengenai pembahasan pembinaan narapidana 

satu diantaranya adalah teori treatment. Teori treatment adalah sebagai tujuan 

pemidanaan yang dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa 

pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada 

perbuatannya.  Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk 

memberi tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation) 
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kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen 

aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah 

orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (treatment) dan 

perbaikan (rehabilitation). 

Menurut Geber dan McAnany, bahwa munculnya paham 

rehabilitasionis dalam ilmu pemidanaan sejalan dengan gerakan reformasi 

penjara. Melalui pendekatan kemanusiaan, maka paham ini melihat bahwa 

sistem pemidanaan pada masa lampau menyebabkan tidak adanya kepastian 

nasib seseorang. Berdasarkan pendekatan keilmuan, maka aliran rehabilitasi 

berusaha membuat jelas dan melahirkan suatu dorongan untuk memperbaiki 

pelaku kejahatan sebagai tema sentral mengenyampingkan semua tujuan lain 

dari pemidanaan. 

Menurut Toby, perbaikan terhadap pelaku kejahatan merupakan 

gelombang besar dari gerakan konformis yang dipengaruhi oleh tuntutan 

humanisme dan menggunakan pendekatan keilmuan dalam ilmu pemidanaan 

yang lebih konstruktif dari pada penghukuman. Sebagian besar dari argumen 

paham ini adalah penentangan terhadap pemenjaraan dan bentuk-bentuk lain 

dari pemidanaan dalam kepustakaan penjara singkat yang dinyatakan secara 

tegas bahwa pemidanaan (punishment) bertentangan dengan perbaikan 

(rehabilitation).    
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G. Metode Penelitian

1) Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

hukum empiris atau sosiologis.  Dikatakan penelitian lapangan atau empiris 

karena penelitian ini bertitik tolak pada data primer atau lapangan, maksudnya 

adalah data yang langsung didapat dari masyarakat sebagai sumber pertama 

dengan melalui penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris atau sosiologis 

dapat direalisasikan pada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang 

berlaku atau penelitian terhadap identifikasi hukum. 

2) Pendekatan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, digunakan 

pendekatan yaitu :

a. Pendekatan kasus (case approach)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap 

suatu pembinaan narapidana narkotika kelas II A Muara Beliti dan 

kendala yang menjadi hambatan Lembaga Pemasyarakatan 

Narkotika kelas II A Muara Beliti.

b. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk melihat apakah 

ada aturan atau norma-norma lain yang mengaturnya,  dalam hal 
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pembinaan narapidana ada beberapa aturan yang berkaitan 

mengenai pembahasan penulis yakni:

1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Pembimbingan dan Pembinaan  Warga Binaan Pemasyarakatan.

3) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang ada kaitannya 

dengan pembahasan penelitian ini.

3) Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan penulis 

pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas II A Muara Beliti dengan 

alamat di JL.Lintas Sumatera KM.19, Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera 

Selatan.

4) Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yakni data primer dan data 

sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan 

wawancara bebas. Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-

dokumen resmi, buku-buku pedoman hukum, peraturan perundang-undangan 

dan karya-karya ilmiah yang sesuai dengan penulisan skripsi. 

1) Data Primer
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Data primer atau data dasar (primary data atau basic data),  

data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku 

warga masyarakat, melalui penelitian.  Data primer dalam penelitian ini 

diperoleh melalui penelitian lapangan (field research).  Perolehan data 

primer dari penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara bebas 

(inguided interview), dimana pewawancara bebas menanyakan apa 

saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan.  

Dalam hal ini data primer berasal dari Pegawai Lembaga 

Pemasyarakatan Narkotika kelas II A Muara Beliti.

2) Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari: 

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat, yang digunakan dalam 

penelitian seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

ii. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang 

Pemasyarakatan.

iii. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Pembimbingan dan Pembinaan  Warga Binaan 

Pemasyarakatan.
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iv. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang ada kaitannya 

dengan pembahasan penelitian ini.

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam 

penelitian skripsi adalah karya ilmiah, hasil penelitian, dan buku-buku 

pedoman hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus 

bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, kamus hukum, internet, 

majalah dan surat kabar.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi 

kepustakaan dan dokumen yang ada, literatur-literatur, majalah-majalah, 

tulisan ilmiah para ahli dan lain-lain yang dapat dikumpulkan sehingga 

membantu penulis dalam menjawab permasalahan.

5) Teknik Penentuan Sampel

Cara menentukan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode 

Purposive/Judmental Sampling yaitu sampel yang dipilih berdasarkan 

pertimbangan atau penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini 

peneliti menentukan sendiri responden mana yang dapat mewakili 
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populasi.  Metode purposive/judmental sampling ini termasuk dalam salah 

satu jenis pengambilan sampel yaitu Non-Probability Sampling,  yakni 

pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang 

dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-

sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.  

Berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai penggunaan metode 

Purposive/Judmental Sampling diatas maka penulis menentukan sampel 

yang akan diwawancarai adalah sebagai berikut:

a. Kepala Sub Divisi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika 

Kelas II A Muara Beliti.

b. Kepala Divisi Administrasi, Keamanan dan Ketertiban Lembaga 

Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Muara Beliti.

c. Kepala Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Narkotika 

Kelas II A Muara Beliti.

d. Kepala Divisi Bimbingan Kemasyarakatan dan Peratawan Lembaga 

Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Muara Beliti.

e. Bidan Pelaksana Lanjutan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika 

Kelas II A Muara Beliti.

6) Teknik Pengumpulan Data
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Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua 

cara pengumpulan data, yaitu:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh 

data primer. Cara yang digunakan untuk memperoleh data primer 

adalah melalui wawancara, yang berguna untuk mendapatkan 

informasi secara akurat yang terkait dengan pokok penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan maksud untuk 

memperoleh data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh 

melalui kegiatan studi kepustakaan dengan cara membaca, 

mengutip buku-buku, majalah, jurnal, serta literature lainnya 

yang berkaitan dengan pokok penelitian.

7) Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan adalah analisis data yang bersifat 

kualitatif. Analisis kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden 

secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata,  dalam hal ini objek yang 

diteliti adalah berkaitan dengan Pembinaan narapidana narkotika kelas IIA  

Muara Beliti.                 
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8) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan 

kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya 

sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih 

khusus.  Hasil penelitian ini merupakan proposisi umum yang kemudian 

dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang 

bersifat lebih khusus guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini.
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